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(2) huruf L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni (2) "Ca/on Gubernur

dan Ca/on Wakil Gubernur, Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati, serta Caton

Walikota dan Ca/on Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut : . . . /. tidak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

8. Bahwa Termohon juga melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota (PKPU No.8/2024 ): (2) "Caton Gubernur dan Caton Wakil Gubernur,

Ca/on Bupati dan Caton Wakil Bupati, serta Ca/on Walikota dan Caton Wakil

Wa/ikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut: ... k: "tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadi/an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 14 ayat (2) huruf k

PKPU No. 8 tahun 2024, calon Bupati wajib menyerahkan dokumen berupa surat

keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat

(2) huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024: (2) "Dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .. b. surat keterangan ... 6. "tidak

dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal ca/on, sebagai bukti pemenuhan syarat ca/on sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k";

10. Bahwa Para Perno hon perlu menerangkan bahwa Pengadilan yang memiliki

kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan adalah Pengadilan

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasat 280 ayat (1) UU No. 4 tahun

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Menjadi Undang-Undang (UU No. 4/1998)" (1) "Permohonan pernyataan pailit

dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam

BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan

Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum" dan Pasal 1 angka 7

UU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
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Surabaya sehingga pencalonan Pasangan Calon No. urut 2 atas nama 

Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi., sudah sepatutnya 

sejak awal cacat formil (void ab initio), tidak sah dan harus dinyatakan 

batal. 

35. Bahwa kalau demikian, masalahnya ialah dari mana surat keterangan dimaksud

diperoleh Calon Bupati Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., yang kemudian

diserahkan kepada Termohon? Pertanyaan lanjutan adalah apakah surat

keterangan dimaksud otentik atau dipalsukan.

36. Bahwa kalau surat keternagan tidak dinyatakan pailit tidak ada maka tidak

ada pula tindakan penelitian persyaratan, verifikasi administrasi dan

verifikasi faktual atas persyaratan a quo oleh Termohon.

37. Bahwa oleh karena proses dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE.,

MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi, tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Jo Pasal 14 ayat (2) huruf k PKPU No. 8 tahun 2024, dan Pasal 20 ayat (2)

huruf b angka 6 PKPU No. 8 tahun 2024, pada akhirnya menentukan juga hasil

akhir perolehan suara yang terdistribusi pada tiga pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.

38. Bahwa dengan kata lain, kalau saja Termohon tidak meloloskan dan

menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut

2 atas nama Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias Uly, MSi,

dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, maka

hasil perolehan akhir suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah

ditetapkan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 599 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua

Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 18.30 WITA.

39. Bahwa uraian lebih lanjut dari ketidakbasahan dan sifat melawan hukum dari

Keputusan Termohon yang meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon

Nomor urut 2 yakni Krisman Bernard Riwu Kore, SE., MM., dan Ir. Thobias

Uly, MSi, dalam pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun
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